
   

 

 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR  135  TAHUN 2022 

TENTANG  

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang: : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Mengingat: : 1. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben-

tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781);  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2016 Nomor 1); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 

Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan  

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Bupati  adalah Bupati Tasikmalaya. 

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka   

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan  Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD   

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
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Pasal 2 

(1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas:  

a. penganggaran;  

b. Pelaksanaan APBD dan Penatausahaan;  

c. Pelaporan;  

d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

e. Pengawasan Keuangan Daerah, 

(3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

 

      Ditetapkan di Singaparna 

      pada tanggal, 19 Desember 2022 

                                     BUPATI TASIKMALYA, 

  

                                                                                 ttd 

 

                                        ADE SUGIANTO 

 

Diundangkan di Singaparna  

pada tanggal, 19 Desember 2022 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA, 

 

 ttd 

 

         MOHAMAD ZEN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 136 

 
 


